SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP,
diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan
untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana di maksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Makassar tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoncsia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Dacrah-daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman vang Membahavakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6485);
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LIk,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negaran Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana tclah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Derah Kota
Makassar (Lembaran Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1

(@)1

. Daerah adalah Kota Makassar;
2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Dacrah;

. Walikota adalah Walikota Makassar;
. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,;

.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah Dacrah;

. Inspektorat Daerah Kota Makassar yang sclanjutnya disebut Inspektorat adalah

perangkat daerah yang mecrupakan aparat pecngawasan intern pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada Walikota;
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. Inspektur Dacrah adalah Inspektur Dacrah Kota Makassar;
. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah

Sistem Pengendalian Intern yang disclenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah daerah;

.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang

bertanggung jawab meclaksanakan pengelolaan risiko-risiko;

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah dacrah dan perangkat
daerah;

Risiko adalah kemungkinan kcjadian yang mengancam pencapaian tujuan dan
sasaran perangkat daerah;

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah
ada;

. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi,

dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya,
untuk menetapkan level atau status risikonya;

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan
bagaimana sesuatu dapat terjadi, schingga dapat berdampak negatif terhadap
pencapaian tujuan;

Kebijakan Standar Operasional Prosedur yang sclanjutnya disingkat KSOP
adalah pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan program kegiatan serta menjadi tolok ukur bagi Internal Audit
dalam melakukan pemeriksaan;

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan
Pengendalian yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Reviu adalah peneclaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan,;

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau yang tclah ditetapkan dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapal tujuan;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
Rencana Srategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pecrangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat
daerah serta rencana pembiayaan scbagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi
bagi pejabat dan/atau seluruh pegawai pada Kota Makassar untuk melakukan
pengelolaan risiko pada Pemerintah Dacrah.



(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah
Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

a. pengelolaan risiko;
b. pelaporan;
c. sanksi administratif.

BAB IV
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis
pemerintah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

(1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai SKPD;

(2) Pengembangan budaya sadar risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. soslalisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan
organisasi di setiap satuan kerja;
b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan
di seluruh tingkatan organisasi;
c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), berupa:
a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan,;
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.



Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko,
yang terdiri atas:
a. Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah daerah;
c. Walikota dan Pimpinan SKPD/ Unit Kerja scbagai UPR;
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah secbagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah Kota
Makassar.

(4) Walikota dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja scbagai UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di
lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Dacrah scbagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Dacrah dan Perangkat Daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas pencrapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung pengclolaan risiko Pemerintah Daerah, Walikota
membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Walikota Makassar sebagai Ketua;
b. Kepala Bappeda sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
c. Kepala BPKAD dan BKPSDMD sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah daerah; dan

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan
risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sckretaris Daerah.

Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a. UPR tingkat Pemerintah Dacrah;

b. UPR tingkat eselon II;

c. UPR tingkat eselon [1I dan IV.



(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

Pasal 10

UPR tingkat Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Pemerintah Dacrah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi
dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki

tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat eselon II pada masing-
masing SKPD;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat eselon 1 pada masing-
masing SKPD;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran strategis pada masing-masing SKPD;

d. menatausahakan proses pengelolaan risiko pada masing-masing SKPD.

UPR tingkat esclon III dan IV scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi
dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Penyclenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

Proses pengelolaan risiko meliputi:

identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
. penilaian risiko;

kegiatan pengendalian;

. informasi dan komunikasi; dan

pemantauan.

oo op

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
dalam suatu siklus berkelanjutan.

Setiap siklus secbagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode
penerapan selama 1 (satu) tahun.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi
bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu
dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
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(2)

(1)

(3)

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana
penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya
risiko dan pengelolaan risiko.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 13

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian
tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko
yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Penilaian risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Dacrah;
b. tujuan strategis (entitas) SKPD; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) SKPD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RPJMD atau scgera sciclah disclesaikannya RPIMD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
renstra SKPD atau scgera sctelah diselesaikannya renstra SKPD.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RKA SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPD.

Proses penilaian risiko meliputi:
a.penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c.analisis risiko.
Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf
a terdiri atas:

a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan

b. penetapan kriteria risiko.

(1)

Pasal 15

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 huruf a
bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai
dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.



(2)

(2)

(1)

(1)

Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi tiga tingkatan yaitu konteks strategis
Pemda, konteks strategis (entitas) SKPD, dan konteks operasional (kegiatan).

Tujuan konteks strategis Pemerintah Dacrah ditetapkan berdasarkan tujuan
strategis Pemerintah Dacrah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Tujuan dalam konteks strategis (entitas) SKPD ditetapkan berdasarkan tujuan
strategis SKPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPD.

Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan
kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD.

Pasal 16

Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana di maksud dalam Pasal 14
huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas risiko.

Kriteria penilaian risiko meliputi:
a. skala dampak risiko;

b. skala kemungkinan risiko; dan
c. skala tingkat risiko.

Pasal 17

Identifikasi risiko sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b
bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian
di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah
Daerah, tujuan strategis (entitas) SKPD, dan tujuan operasional (kegiatan)
SKPD.

Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan,
pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan

b. mendokumentasikan proscs identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 18

Analisis risiko sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c
merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan
mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat
ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana
tindak pengendalian.

Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisa dampak dan kemungkinan risiko;

b. melakukan validasi risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan

d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c
merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

9
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa
kebijakan dan/atau prosedur;

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan
cksternal yang efektif dalam sectiap tahapan pengelolaan, sejak penilaian
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan
komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 21

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e
dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Walikota, Kepala SKPD (Pejabat Esclon 1I), Kepala Bagian/Kepala Bidang
(Pejabat Eselon III), Kepala Secksi/Kepala Sub Bagian/ Kepala UPT (Pejabat
Eseclon 1V) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Walikota
dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat Dacrah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko
meliputi audit, reviu, pemantauan, cvaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 22

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah
Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

Laporan pengelolaan risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak
pengendalian dan disusun sctelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari
penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) SKPD, dan
penilaian risiko operasional SKPD.
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(4)

(6)

(7)

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh unit pemilik risiko
disampaikan kepada Walikota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit
kepatuhan internal.

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan
kepada Walikota dengan tembusan Sckretaris Dacrah dan Unit Kepatuhan
internal.

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis SKPD dan
tingkat operasional SKPD dikoordinasikan olch UPR Tingkat Eselon II.

Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan
disampaikan kepada Walikota tembusan kepada Sckretaris Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Perangkat Daecrah yang tidak membuat laporan pelaksanaan RTP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberi sanksi administratif.

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.teguran lisan; dan

b.teguran tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M.ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 29
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR

[. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem
Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Instansi
Pemerintah. Penyelenggaraan SPIP tersebut mencakup kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi
pada semua tingkatan kegiatan di instansi pemerintah. Upaya tersebut
tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang
ada di lingkungan instansi pemerintah pada setiap level untuk
menjalankan fungsi masing-masing dengan baik.

Di samping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas
dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan
organisasi. Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty).
Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam
menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak
kemungkinan hasil. Sementara risiko adalah ketidakpastian yang
kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau
mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif,
risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus
dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan
(manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas,
baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun
organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik
(badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan
publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan
nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP} khususnya Bagian Ketiga Pasal
13 ayat (1) disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib



melakukan penilaian risiko. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008, Pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah

kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam

pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Olehnya itu,

dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan

Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah;

2. Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah
Kota Makassar.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Makassar dilakukan

atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) SKPD,

dan tujuan strategis tingkat kegiatan (operasional) SKPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko pricritas atas tujuan dan sasaran
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)]. Pengelolaan
risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Walikota
dan Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala SKPD selaku Unit Pemilik
Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (entitas) SKPD
Pengelolaan risiko strategis SKPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPD yang tertuang
dalam perencanaan strategis (Renstra) SKPD.
Pengelolaan risiko strategis SKPD dilakukan ocleh masing-masing
Pimpinan SKPD bhersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan
4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional SKPD
Pengelolaan risiko operasional SKPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama
SKPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan
SKPD, seperti; Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja SKPD {Renja
dan/atau RKPD).
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat SKPD dilakukan
oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya,



dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis
atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun
tingkat tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan
respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3
komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya
(Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (nilai risiko).

1) Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak
risiko. Pemerintah Kota Makassar menerapkan kriteria skala 5 yang
dapat dijabarkan pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Matrik Tingkat Dampak Risiko
Kategori Dampak Skor Uraian
Sangat signifikan /sangat besar 5 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat
signifikan
Signifikan /besar 4 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/
signifikan
Sedang/ medium 3 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang signifikan/ kecil 2 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/
kurang signifikan
Tidak signifikan/ sangat kecil 1 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak
signifikan

2) Skala Kemungkinan Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin Kkonsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya
risiko. Pemerintah Kota Makassar menerapkan kriteria skala 5 yvang
dapat dijabarkan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Matrik Skala Kemungkinan Risiko
Kategori Probabilitas Skor Uraian
Sangat signifikan / 5 | Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih
hampir pasti terjadi dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar/ B Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51-
Sering terjadi 70% atau 4 s.d 7 kali dalam 10 Tahun)
Kadang-kadang/ 3 | Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang
Mungkin terjadi (sebesar 31% - 50% atau 3 s.d S kali dalam
10 Tahun) _
Kemungkinan kecil/ Jarang 2 | Kemungkinan terjadinya risiko rendah/ kecil
(sebesar 11%-30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 Tahun)




Kategori Probabilitas Skor Uraian

Sangat jarang 1 Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil
(sebesar 0-10%) atau 1 kali dalam 10 Tahun

3) Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian
skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan
untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat
diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat
diterima (unacceptable risk). Berikut merupakan tabel penjelasan
skala nilai risiko:

Tabel 1.2
Matrik Skala Nilai Risiko
Skala Nilai Risiko Kriteria untuk Penerima Risiko
1-5 (sangat rendah) Dapat diterima
6-10 (rendah) Dapat diterima
11-15 (moderat/sedang) Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan
pengendalian yang baik
16-20 (tinggi) Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan
pengendalian yang baik
21-25 (sangat tinggi) Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang

sangat baik

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan
acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks
analisis risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko
serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan, dengan
tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Matrik Analisis Risiko
Matriks  Dampak/ Konsekuensi
Analisis Risiko Tidak Sangat

Signifikan Signifikan

| Hampir Pasti
| Kemungkinan
besar

; Mungkin
Kemungkinan
| kecil

| Sangat jarang

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang
memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah
dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen
pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori
sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange)] merupakan area yang
memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan




prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk]. Selanjutnya, untuk

kategori

moderat

(kuning) menjadi

prioritas

berikutnya

(unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat
rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima
(acceptable risk).
C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah
sebagai berikut :

Tabel 1.4

Matrik Waktu, Tahapan, dan Pihak terkait Pengelolaan Risiko

Output
Tahapan Tahapan
No. Waktu Manajemen Tahapan Pengelolaan Risiko Pelaksana
Pemda Pengelolaan
Rigiko
1. Proses Proses - Arahan dan kebijakan penilaian - Komite - Dolkumen
penyusunan Penyusunan | risiko 5 tahunan pengelolaan risikof Arahan dan
RPJMD (Satu RPJMD - Penyusunan Risiko Strategis Pemdd - Sekda selaku Kebijakan
tahun sebelum koordinator Penilaian
RPJMD 5 -UPR Pemda Risiko 5
tahunan s/d (Walikota dan Tahunan
RPJMD Kepala SKPD) - Daftar Risiko
ditetapkan dan RTP
Strategis
Pemda
2. Proses Proses Penyusunan Risiko Strategis - Komite Daftar risikco
penyusunan penyusunan | {entitas) SKFD Pengelolaan Risika dan RTP
Renstra SKPD | Renstra SKPD - Sekda selaku Strategis
(Satu tahun Lkoordinater (entitas)
sebelum RPJMIO - UPR Tingkat SKPD
5 taliunan eselon 2 (kepala
berjalan s/d SKPD dan
RPJMD Kabag/Labid SKP
ditetapkan
3. Januari -~ Mei | Penyusunan | Arahan dan kebijakan penilaian Komite Dokumen
Tahun 20xx-1 | RKPD dan risiko tahunan Pengelolaan arahan dan
Renja SKPD Risiko kebijakan
penilaian
risike
tahunan
4, Agustus - Penyusunan | Penyusunan risiko eperasional - Kepala SKPD Daftar risiko
September RKA SKPD SKPD - Unit Pemilik dan RTP
[penetapan Risiko Tingkat Operasional
rencana eselon 3, dan 4 SKPD
sasaran dan SKPD
pagu anggara
per kegiatan)
5. Oktober Tahun | Penyusunan | - Pengomunikasian  Risiko dan | - Kepala SKPD - Perbaikan
20xx-1 RAFPBD, Perdd RTP - Komite RTP
APBD Pengelolaan - KSOP
= Penyusunan atau Revisi KSOP Risiko - Notulen
- UPR Tingkat engomunikal
6. November - Peayusunan | _ Pengomunikasian perubahan Pemda, %lfngkat Is:'us\.n
Desember Rancangan . . e .
Tahun 20xx-1 | DPA SKPD KSOP Eselon 2, 3, dan 4| - Finalisasi _
dan ’ - Sekda Selaku Daftar Risiko
Koordinator dan RTP

Penetapan




Output

Tahapan Tahapan

Ko, Walttu Manajemen Tahapan Pengelolaan Risiko Pelaksana

Pengelolaan
Pemda Risiko
DPA SKPD

7. Januari s/d Pelaksanaan | Penyusunan atau penyempurnaan - Komite KSOP
Desemher APPED KSOP (Tindak Lanjut RTP) Pengeloaaan
Tahun 20xx Risiko

- UPR Tingkat
Pemda, Tingkat
Eselon 2, 3, dan 4
Pelaksanaan - Komite Bult
KSOP Pengeloaaan pelaksanaan
Risiko KsSOP
- Kepala SKPD
- Pelaksana Programn
dan Kegiatan
Berkala Pelaporan dan Monitoring risike | -UPR Tingkat - Form
{Triwlanan) dan KSOP Pemda, Tingkat maonitoring
Eselon 2, 3, dan 4 risilco
- Unit Kepatuhan - Form
- Sekda selaku monitoring
koordinator Tindak
Lanjut RTP
Pemantauan kinerja, risiko, dan Unit Kepatuhan - Notulen
efektifitas KSOP yang dibangun Pengelolaan Risiko rapat
- Laporan
pemantauan
(triwulanan,
taliunan, 5
tahunanj
Juni ~ Juli Penyusunan | Reviu dan pemuktahiran - UPR Pemda Daftar Risiko
Tahun 20xx KUA PPAS risiko strategis Pemda (Walikota dan dan RTP
[Penetapan Kepala SKPD Strategis
sasaran makr] Catatan : - Seltda Selaku Pemda yang
dan pagu Koordinator dimuktahirkar]
anggaran Risiko strategis Pemda akan
Pemda) direviu dan dimulktahirkan setiap
tahuan
Agustas - Penyusunan | Reviu dan dimuktahirltan Risike |- Walikota Daftar Risiko
September 20xx| RKA SKPD Strategis (entitas) SKPD - Sekda selaku dan RTP
(Penetapan Catatan : Koordinator Strategis
rencana dan {entitas) SKPD
sasaran)
Pagu Risiko strategis {entitas) SKPD Unit Pemilik Risikq
anggaran per | akan direviu dan dimuktahirkan Tingkat Eselon 2
kegiatan setiap tahun (Kepala SKPD dan
Kabag/Kabid
SKPD)

8. Januari — Pelaporan Pelaporan Pengelolaan Risiko - Walikota Laporan
Februari Kenangan Tahun 20xx - Kepala SKPD Pengelolaan
200x + 1 - Unit Pemilik Risiko| Risiko Tahun

Tingkat Eselon 2, 3] 20xx

dan 4




Tahapan

Output

No. Waktu Manajemen| Tahapan Pengelolaan Risiko Pelaksana :::;:l:m
Pemda Risiko
Unit kepatuhan
Sekda selaku
koordinator
9. Februari — Mare| Reviu APIP Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh | Inspektorat Laporan
Tahun 20xx +1 APIP (APIP Daerah) Evaluasi
Pengelolaan
Risiko
Penilaian - Walikota Laporan
Maturitas SPIP Kepala SKPD Penilaian
Inspektorat Maturitas SPIF
(APIP) Daerah

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
A. Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kota Makassar adalah sebagai

berikut :
Bagan 1.1
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Makassar
PENANGGUNG JAWAR
WALNDTA
2550 TR Fan
* FOORDINATOR PENTELENGGARAAN
PENGELCLA RSO
Lr Kot dan -WWMT&W!
Agesten Sexda) Unit Sewretars Daerwh
vorg Dtury .
o PENANGGUNG JAWABPENGAWASAN

e + UNTPEMLEBSEOTE ESELONZ

= o] [ | -
tepssia Badan

n‘:::: S Dnevan e
wk] o) [=w] [ imom ) [wran | [ ][]
TE, fssion 3 l

R I~ | N St 5050 ﬁ

semos

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :
1. Penanggung jawab;

AR A o ol

Koordinator penyelenggaraan;

Unit pemilik risiko;

Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
Unit kepatuhan; dan

Penanggungjawab pengawasan.



. : Lampiran 1
Form 7
Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih
Dibutnhkan {(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kota XY2, Provinsl ABC
Tahun Penllnlan : 2018
Tujunn Btrotegls : Menlngkatkan derafat kesehatan mesyaroknt
Urttsan Pemerintahon ; Urpann Wajlb Pelayanan Daser Bldang Kesehotan
= — - P - Fomilkf
Kode |Urelan Pengendolien Rencann Tindalk Target Walktn
Ho Ristko Prioritas Risiko | yangBudahadaw | Celab Pengeadalian, Fengendalinn P‘?,?fbm Penyeleaalan
a b ¢ d c i £ h
I| Risiko Birategis
1| Felayanan kesehatan belum RSPF.19.01 | SOF Pertolongan Prosedur pengendalinn Recruitmen tenega honorer | Kepala Daerah | Triwulan [V 2019
memenuhi SEM Bidoog .01.02 Persalinan tidok dapat dilaksanakan |keschatan
Kescehatan
2} Ibt hamil melahirkan Hdalk RSP.19.01 | Perkodn tentang Kunntitas SDM nakes Rekraitmen nakes Kepala Dacrah | Triwulan IV 2019
difasilitas kesebatan -01.04 analisis yangterlatih kumang cq. Ka BKD & Ha
kebuiuhan Badan Diklat
pegawai
Il Rislko Strategis Dinas
Kesehatan
1| Serana pendukung Ante RE0.19.01 | SCP Kalibrasi Alat P dur petrgendali Evaluasi atas impl i{Kepala Dinas Triwulan ] 2019
NatalCare (ANC) kurang .05.03 belum dilaksangkan S0P Kalthrasi Alatl
memadai
Standar Pelayanan Proscdur pengendalian Evaluasi atas implementasi | Kepale Dinns Triwulan Il 2019
Puykemas belum dilaksanakan Standar Pelayanan
{Permenkes Nomor Puskemasa
2| b hamil melahirkan tidak di RS0.19.02 | SOP penunganan jbu | Kualitas SDM nalkes Mengadakan pelatihan HKepala Dinas Triwulan I[ 2019
fasilitas keschatan (puslcsmas) |,02.06 bersalin yang yangteriatih kuvang nakes Keschatan
menycbutkan bahwa
1l Risiko Gperasional Dinas
Hesehatan
1| Data ibu hamil wiskin yang RO00.19.01|Juknis Penggunaan | Prosedur pengendalian Evaluasi atas implementasi | Kepala Bagian | Triwulan (12019
belummemiliki jaminan \D5.05 DAK Non Fisik belum dilalesanaknn {(Permenkes Nomor 3
keschaten lainnya dari (Permenkes Nomer 3 Tahun 2019)
kecamaten dan kelurahan Tabun 2019)
belum zda

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kalom ¢ diisi dengan kode risiko

Holom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanys nama SOP nya, Contoh SOF Pemeliharaan; Gedung diberaihican 2 kali sehari,
Kolom e Diiai dengan alasan tidak efeltif:

{1} Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risike yang teridentifikasi,
{2} Prosedur pengendalian belum/ftidak dapat dilakganakan,

{3} Kebijfakan belum diikuti dengan presedur baku yang jelas,

{4} Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

{5] Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diiai dengan target waktu penyelesaian RTP



RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGHOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

CONTOH

Lamplran 1
Form 8

Hama Pemda

: Pemerintah Kota Makassar

Tahnn Penilaian 3 2020
Tujoan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urngan Pemnerintahan : Urnsan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Keachatan
No| Keglatan Pengendalian yang Media/Bentuls Penyedia Penerima Informas Rencana Wakin]  Reallsasi Wakta Heternpgan
PBibutuhlan Barana Informasd Pelakzanaan Pelaksanann
Pen,shomunikaﬁan
a b o a e f 2 b
1 | Recruitmen tenaga henorer kesehatan | Rapat Sekda/Bappeda Dinas Kesehatan Triwulan I 2019 Februar Telah dilakanaltan dan
BKPSDM 2019 ditindaklanjud,
Dokumentasi berupanotulen
2 JRekruitmen nakes Surat usulan BKD BEN Triwulan I 2020 Februari Telah dilakanakan dan
penambahan nakes 2019 ditindaklanjuti.
dariBED ke BKN Dokumentasi berupanetulen
3 |Evaluasi ataz implementasi SOP Ropat/Surat Edaran Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan Triwulan I 2019 Februari Telsh dilakanakan dan
AlatKalibrasi terkait 2019 ditindeaklanjuti.
Dokumentasi berupanotulen
4 | Mengadakan pelatihan nakes Surat/nota dinas Kepala Bidang Kepala Dinkes Triwulan I 2019 Februari Telah dilakanakan dan
usulanpelatihan 2019 ditind aklanjuti.
nakes dari Kepala Dokumentasi berupanotulen
Bidang kepada
Kepala Dinkes
S | Evoluasi atas implementasi Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehatan Staf Dinas keschatan Triwulan [ 2019 Februari Telah dilakanakan dan
StandarPelayanan Puslkemas terkait 2019 ditindaklanjuti.
Dokumentasi berupa
notulen
6 | Evaluasi atas implementasi Rapat/Surat Edaran  |Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan Triwulan 1 2019 Februari Telah dilakanakan dan
|PermenkesNomor 3 Tahun 2019) terkait 2019 ditindaklanjuti.
Dokumentaai berupa
notulen
Keterangan

Kolom a diizi dengan nomer urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolomn ¢ diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolorn d diisi dengan Penyedia Informasi
Kulom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Renicana Waktu Pelaksanean

Kelom g diisi dengen Realizsasi Walktu Pelaksariaan



CONTOH

RENCANA DAN REALISAST PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHHAN

Lampiren 1
Form 9

Nama Pemda : Pemerintah Kota Makaasar
Tahun Penilaian ;2020
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pamerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
. : - ‘Rehcana Waktu oL
No Kegiatan Pengendalian yang Diburuhkan Bentuk/Metode Pemantauan: Penanggung Jawab Pelaksanaan Realisasi Waktu Keterangan
yang Biperlukan Pementauan Pemantauan Pelaksanaan
b . e . d .t : N 2 .
Rekrutmen tenaga honorer kesehatan Konfitmasi persiapan dan laporan | Kepala Dinas Kesehatan Olktober, November, Clitober, November, Monitoring telah dilaksanaltan,
pelaksanaan kegiatan Direktur RSUD Dezember 2021 Desember 2021 didolumentasikan, dan
didistribusikan
2 [ Rekruitmen nakes Konfirmasi/pemantatian BKD Semester [ Juni 2021 Menitoring telah dilakaznakan,
berkelanjutan didokumentasikan, dan
didistribusikan
3 |Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi Konfirmnasi pclaksanaan Laperan |Kepala Dinas Keseshatan | Semester! Juni 2021 Monitoring telzh dilaksanakan,
pelaksanaon kegiatan Direktur RSUD didokumentasikan, den
didistribusiken
4 [|Mengadakan pelatihan nakes Konfirmrasi/pemantauan Kepala Dinas Kesehatan |semester] Juni 2021 Manitering telah dilaksanakan,
Lerkelanjutan Direktur RSUD didokumentasikan, dan
didistribusikan
5 | Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Konfirmasi pelaksanaan Laporan | Kepala Dlnas Kesehatan Semester [ Juni 2021 Monitoring telah dilaksanakan,
Puskemas pelaksanaan kepiatan Direktur RSUD didokumentasikan, dan
didistribusiken
t |Evaluasi atas implementasi (Permenkes Konfirmasi pelaksanaan Laporan |Kepala DInas Kesehatan | gemester] Juni 2021 Monitering telah dilaksanakan,
Nomor 3 Tehun 2019) pelaksanaan kegiatan Dircktur RSUD didokumentasikan, den
didistribusikan
Koterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Femantauan yang

Diperlukan

Kolomn d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelakaanaan Pemantauan

Kolom § diiai dengan Rencana Waktu Pelakaanaan

Kolom g diisj dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatar pemantauvan, pelakaanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan
lninnya



Lampiran 1

Form 10
CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP
Hama Pernda P intah Kota Mal , Provinsi Sulawes] Selatan
Tabun Penilajan @ 2020
Tufuan Strategls : Meninghation derajat keschatan magyacaltat
Urngan Pemerintahan : Ureean, Wajib Pelayanan Dasar Bidang Keaehatan
= — Tiefadian Risika - - -
Ko "Risiko” yang Terid=ntifikaa] Hode Fisiko Tanggal Bebah Dampak Heterangan RTP Rencana Realizasl Heterangan
Texjadi Polak Pelal
N RTP . RTP
{ Risiko Strategls Pemda
Pelayanan keschatan belum | RSP, 19.01.02.02 Maret Jumlah  teusaga  keschatan bdum | HKematian Relkruitmen Rekruitmen tenaga honorer Triwulan [V Oktober Telah dilaksanakan
memenuhl SPM Bidang Keschatog 2021 wemadai  {Tenaga  labomtoriam, Bayi teniaga 2021 efvktivitas RTP
dolcter, tenaga keschatan) Lionoier belum depet diukur
kesehetan
2 Tidak seluruh  bayi mendopal R5P.19.01.01.04 Tidak Tidak tegjmuli Tidok Tidak terjedi Reknuitmen nakes Trowulnn IV Okiober Telah dilaksanakan
imunisasi yang vukup terjadi terjadi 2021 elektivitos RTP
belum dapat diukur
Masalah Risko Baru
11 Risiko Birategls Dinax Keseboton
1 Sarapa  penduknng  ANC  kumang | RS©O.19.01.05.03 Tidak Tidalk terjadi Tidal: Tidul: terjodi Evnlunsi otos implementasi | Triwulan 1 Maret 2021 Telad: dilnksannkan
memadpi terfadi terjadi S0P Knlibrasi Alat dan ditindnlidlanjuti
Evaolunsi atns implementasi | Triwnlan 10 April 2021 Telah dilaksanakon
Stander Peloyunon dan ditindaklanjud
2 Tbu hamil melohidkan ndak di | R50.19.02.02.07 Tidak Tidok terjodi Tidak Tidok terjadi | Mengadalkan pelatlian | Trwulan If Mri 2021 Telnh dilaksannlan
fsilitns keschaton [puskesmaos) terjudi terjadi nalics don ditindoklapjuti
Masalzh/ Risiko Baru:
| U] Risikao Opecrastonal Digas
Kesehatan
1 Data Tbu hamil miskin yang belum | ROO.19.01.05.02 Tidak Tidak Terjadi Tidak Tidal: Evaluasi atas implementasi | Triwulan 1 April 2021 Telsh dilaksanakan
menmiild jaminan keschatan lainoya Terjadi Terjadi Terjedi {Permenkes Nomor 3 Tahun dan ditindaklanjuti
dari kevamotan dan  kelurahan 2019
belum ada
i I

Keterangan

Kolom & diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yvang
teridentifikasi

Kolom ¢ diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjrdinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab periatiwa rizilo saat tefjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan




CONTOH KODE RISIKO

Lampiran 2

Tingkat Risiko Tahun Jenis Entitas /SKPD Nomor urut di Kode
Pelaksanaan Risiko yangMenilai Entitas/SKP
Penilaian Risiko D
RSP 19 01 01 01 RS5P.19.01.01.01
RSO 19 02 05 01 RS0.19.02.05.01
ROO 19 03 25 01 R00.19.03.25.01
Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut
RSP Strategis Pemda
RSO  Strategis SKPD/ SKPD
ROO  Operasional SKPD/ SKPD
Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut
01  Pendidikan 21 Persandian
02 Kesehatan 22 Kebudayaan
03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan
04  Perumahan dan Kawasan Permukiman 24 Kearsipan
05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 25 Kelautan dan perikanan
Masyarakat 26 Pariwisata
06 Sosial 27 Pertanian
07 Tenaga Kerja 28 Kehutanan/Perkebunan
08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 29 Energi dan sumber daya mineral
09 Pangan 30 Perdagangan
10  Pertanahan 31 Perindustrian
11 Lingkungan Hidup 32 Transmigrasi
12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
18 Pemberdayaan masyarakat dan desa 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD
14  Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 35 Pembinaan dan Pengawasan
15 Perhubungan 36 Perencanaan pembangunan, litbang
16 Komunikasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan
17  KUKM 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM
18 Penanaman Modal 39 Bencana
19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik
20  Sratistik 99 Lainnyva
Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:
01 Pemda 18 Dinas Perhubungan
02  Sekretariat Daerah 19  Dinas Komunikasi dan Informatika
03  Sekretariat DPRD 20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
D4 Inspektorat Daerah 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
D5  Dinas Pendidikan Satu Pintu
06 Dinas Kesehatan 22 Dinas Panwisata
07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23 Dinas Pemuda dan Olah Raga
08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 24 Dinas Perindustrian
09  Satuan Polisi Pamong Praja 25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan
10 Dinas Sesial 26 Dinas Pertanian
11  Dinas Ketenagakerjaan 27 Dinas Perikanan
12  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13 Dinas Ketahanan Pangan 29 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah
14  Dinas Lingkungan Hidup 30 Badan Kepegawaian Daerah
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
17  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33 RSUD
99 Lainnya



Contoh

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Lampliran 3

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko
strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas)
SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan
Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, drafi dokumen hasil
penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu
dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait,
sedangkan drafl dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
(entitas)] SKPD dan tingkat operasional SKPD perlu dibicarakan
dengan Kepala SKPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik
Risiko (UPR] disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal
dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh outline sebagai
berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Pemerintah Kota Makassar

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan
pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan
pengelolaan risiko pemerintah daerah,

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan
baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait
ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan
risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan

sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.



C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya
pengelolaanrisiko di pemerintah daerah.
D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan
konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei
persepsi, yang selanjuinya disimpulkan kondisi lingkungan
pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah
daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna

memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung

penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.
Il Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis

pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat

memilih beberapa  urusan  wajib/pilihan  dengan

mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan

misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.
B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-
atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko,
sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrolluble) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta
penerima dampak risiko.

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis
Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan
hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko
yang sudah diidentifikasi.



D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian
yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan
risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola)] dari
hasil analisis risiko.
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian vang masih
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing
risikoprioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah
pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh
pemerintah daerah.
IV Rancangan Informasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai
yang diinginkan,
V Rancangan Pemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya
dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan
berjalan efektif
VI Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan
risiko Unit Pemilik Risiko.
Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko,

hingga RTPserta pengkomunikasian dan monitoringnya)

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara
triwulanan (Triwulan III,dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh
Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite

Pengelolaan Risiko.



2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulan, dan
tahunan Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis SKPD dan tingkat operasional

SKPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Bagan 1.3
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR

Laporan Tingkat
{1 Pemerintah Daerah

Laporan Tingkat SKPD
SKPDI SKPD2

Laporan Tingkat
4 Unit Kerja

Uhit Kerja Unit Kerja i tiny Kerja
3 A

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan,;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat SKPD

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) SKPD dan
Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
SKPD Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) SKPD dan
Operasional SKPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh
setiap SKPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah

a.Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Triwulan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh
outline sebagai berikut



Laporan Triwulan I/II/III/IV
Pengelolaan Risiko Pemerintah
Kota Makassar
I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan
laporan pengelolaan risiko serta gambaran
umum kebijakan pengelolaan risiko
pemerintah daerah.
B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun
kebijakan baik yang berasal dari pemerintah
pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko
pemerintah daerah baik kebijakan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan
risiko.
C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan
dilakukannya pengelolaan risiko di
pemerintah daerah.
D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang
menjadi batasan konsep dan konteks
pengelolaan risiko pemerintah daerah.
II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah
A. Rencana, Kegiatan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Triwulan I/II/II1/1V
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan
pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode triwulan tersebut.
Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran
risiko dan RTP dari periode triwulan

sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV



Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan
pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut
dan juga uraian mengenai gap yang terjadi
antara rencana kegiatan pengelolaan risiko
dengan realisasinya.
III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang
menjadi kendala atau  hambatan  dalam
pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal
yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana
dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko
pemerintah daerah,
IV Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas
pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian
risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan
RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil
monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan
pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode
triwulan berikutnya.
VI Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian
penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko
serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak
lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada
periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan
pengelolaan risiko periode selanjutnya guna

meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

2. 2 Pelaporan Unit Kepatuhan
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko
pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat
didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit

kepatuhan bertanggung jawab memantau



pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat
bertindak sebagai unit kepatuhan pada SKPD.
Pemantauan dilakukan wuntuk memastikan
setiap tahapan pengelolaan risiko telah
dilakukan sesuai dengan Lketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan

kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh
Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan
kepada Kepala Daerah dengan tembusan
kepada Sekretaris Daerah dengan contch
outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan
Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kota Makassar

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi
pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana
dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah
daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang
dilaporkan oleh UPR kepada unitkepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP
oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan hasil
pemantauan atas pelaksanaan pengendalian
sesuai infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk
memastikan bahwa pengendalian yang telah

dirancang, telahdilaksanakan dan berjalan secara



efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan
pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode
pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab
pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan,
realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya
yang terjadi dalam pemantauan kegiatan
pengendalian.
D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun
feedback atas kendala dan hambatan yang
dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis
maupun teknis dari hasil pemantavan kegiatan
pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan
kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

2. 3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

1) Merumuskan kebijakan, arahan serta
menetapkan hal-hal terkait keputusan
strategis yang menyimpang dari prosedur
normal;

2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah;

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan
kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang
disampaikan kepada Kepala Daerah cq
Sekretaris Daerah.

4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan
langkah demi langkah proses penilaian
risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim
BPKP, Komite Pengelolaan Risiko,

Inspektorat, atau pihak lain yang



berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut,
Komite Pengelolaan membuat laporan
triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko  yang
disampaikan Lkepada Kepala Daerah cq
Sekretaris Daerah dengan contoh outline

sebagai berikut:

Laporan Triwulan 1/II/III Komite
Pengelolaan
Pemerintah Kota Makassar

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi
pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan

risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana
dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah
daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang
dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi
dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP
oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan
terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah

kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi



terhadap UPR dalam memandu instansi
pemerintah dalam melaksanakan langkah demi
langkah proses penilaian risiko ataupun
pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil
monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan
berkala oleh unit kepatuhan.

. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun
feedback atas kendala dan hambatan serta
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran



Lampiran 4

ALUR PROSES
KERTAS KERJA PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
Penilaian Risiko

Penilaian Lingkungan Risiko Risiko Risiko
Pengendalian Strategis Strategis Operasional SKPD
Pemda

Form 1a Form 1b * FormiZa -

Sturvey CEE

CEE Dokumen

i Form3a
fdentifikasi Risiko

Form 1c  Strategis Pemda

Simpulan CEE
FGD Penilaian

terhadap Dampak

Analisis Risiko

Form 5 Form 5

Form 7 Farm 7

. RTPatas Risiko ATF RTP atas Risiko
Form 8

Form 9

. Rencanadan
. Realisasi Kegiatan
. Pemantauan

Form:1D.. 2

Risk Event dan - dan
e PelaksanaanRTP LUy elaksanaan RTP

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

™MOH. RAMDHAN POMANTO



B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan
tahapan sebagai berikut :

Bagan 1.2
Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Makassar

i
Identifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian Intern (1)

L}

- Kegiatan Pengendalian (3) }
T |

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai
berikut :
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a.
b.

d.

Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui
reviu dokumen;

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Environtment Evaluation (CEE); dan

Simpulan  kelemahan  lingkungan  pengendalian  urusan
wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

a.

Penetapan Konteks/Tujuan
1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan
wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan
a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan
risiko;
b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima

b. Identifikasi Risiko
c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
2) Memvalidasi risiko;



3] Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;
4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
a. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian;
b. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam
rangka mengatasi risiko;
c. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
dan
e. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan
RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP,
b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
a. Pemantauan atas implemetasi pengendalian;
b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah.

A.

Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Penilaian risiko dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah satu kali dalam satu tahun, kemudian laporan pelaksanaan
penilaian risiko diserahkan kepada Inspektorat Daerah Kota Makassar
maksimal pada bulan November.

. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan
pemantauan dan reviu pada bulan Desember untuk memastikan bahwa
dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai
rencana dan sepanjang diperlukan perbaikan atas dokumen Rencana
Tindak Pengendalian.

. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan

internal.
Evaluasi pengelolaan risiko dilakukan pada bulan Januari oleh
Inspektorat Daerah Kota Makassar.



Lampiran 1

Form l.a
CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN

PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Tahun Penilaian : 20XX

NO.

PERTANYAAN /KUESIONER

b

c

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika
secararutin dari pimpinan instansi (Misalnya

keteladanan, pesan
moral dll

3] 3 2

Memadai

Pemda telah memiliki aturan perilaku {misalnya kode
etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
yang telah

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai

Memadai

Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang
melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran
aturan

perilaku/kode etik

Memadai

Pelanggaran  aturan etik
telah

ditindaklanjuti

perilaku/kode

Memadai

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

MEMADAI

Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan
telah
ditentukan

Memadai

Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi
posisi/jabatan

Memadai

Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi
peningkatan kompetensi pegawai

Memadai

Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi
secara berkala.

Memadai

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan
risikoyang memberikan kejelasan arah pengelolaan
risiko

Kurang Memac

Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan
pengambilan

Memadai

Pimpinan membangun komunikasi yang baik
dengan anggota organisasi untuk berani
mengungkapkan risiko dan secara terbuka
menerima/menggali pelaporan risiko/masalah

Memadai

Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk
meningkatkan kinerja

Memadai

Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras
dengan visi dan misi Pemda

Memadai

Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan
ke
dalam sasaran SKPD dan tingkat operasioanl SKPD

Memadai

Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah
menyajikan informasi mengenai risiko

| Kurang Mema

Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan
pejabat
Dan

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI

Memadai

MEMADAI

Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh SKPD dan
unit kerja

yang tepat

3

Memadai

Masing-masing pihak dalam organisasi telah
memperoleh kejelasan dan memahami peran dan
tanggung jawab

masing-masing dalam pengelolaan risiko

Memadai

Pegawai yang bertugas di SKPD merupakan pegawai
tetapdan bukan pegawai yang bersifat adhoc
(sementara)

Memadai




JAWABAN RESPONDEN (R) | SIMPULAN

no. PERTANYAAN /KUESIONER RI I R2 l R3 ] 4 I RS I R6 I'Mndua KUOSIONER
CEE
a b c d
4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktupelaporan | 3 | 4 | 3| 3| 4| 3| 3
pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing- Memadai
masing
dalam pengelolaan risiko —
E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI
1 | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan 3|43 4] 3] 2 3 Memadai
dengan
tepat
2 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3|14|]3]4]3)]3]| 3 e
dilaksanakan secara tepat
3 | Kewenangan direviu secara periodik 2|1 3})]3jJ3)J3]2]33 Memadai
F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN KURANG MEMADAI
SUMBER DAYA MANUSIA R AT i
1 | Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur 2|13)2)13)]3)]3]33
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen Memadai
sampai
dengan pemberhentian pegawai)
3 Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi 2 3 2 3 3 2 3 Memadai
pemilihan
SDM telah dilakukan dengan baik
3 éﬂscntif pegawal telah sesual dengan tanggung jawab | 3 | 4 | 3 114] 3 3 M emadii
an
kinerja
Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko 2131 2]1]2)3]| 2 | Kurang Memadai
5 | Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas] 2| 3| 2| 2] 4| 3 o Sl
pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan il Km !lem H.fmi .

pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam
penilaiankinerja)

6 | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 2|13}j2]2])] 3
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan

7 | Instansi telah mengalokasikan anggaran yang 2|1 3]12]1] 3
memadai untuk pengembangan SDM

G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG

1 | Inspektorat Daerah Kota Makassar melakukan reviu 3| 3]3] 4] 3
atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap Memadai
urusan/program Secara periodik

2 Inspektorat Daerah Kota Makassar melakukan reviu 3 3 3 3 3 3 3

atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya Mamadel
3 | Inspektorat Daerah Kota Makassar memberikan 2|1 2]13]3|]3])] 3 3 ;
i : R Memadai
layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan
penyelenggaraan SPIP
4 | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 3| 3|33} 3] 3 3 :
i % Memadai
risiko.
5 | Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP 3] 3|3)J]3]3]3] s '
Memadai
telah
ditindaklanjuti
H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI
1 | Hubungan kerja yang baik dengan instansiforganisasi] 3 | 3| 3§ 3| 3| 3| 3 m——
lainyang memiliki keterkaitan operasional telah s
terbangun
2 | Hubungan Kerja yang baik dengan instansi vang 3|1 3|3]|]4)] 3] 3 3
terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan Memadai

(inspektorat, BPKP,
dan BPK] telah mrbangun

HKeterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban
respondenKet Jawaban:
I : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan
pengendalian Misal:
kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai® apabila modus jawaban responden
adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai”
apahila terdapat simpulan pertanysaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai®




Contoh
CEE Berdasarkan Dokumen

Kondisi Kerentanan Lingkungan

Lampiran 1
Form 1.b

Pengendalian Intern di Pemerintah

Daerah Kota Makassar

Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar
Tahun Penilaian 12003
Ne Sumber Urzlan Klagifikas
i data Kelemahan 1
a b [ d

1

Media massa

- §anyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah
karena
tersangkut kasus hukum

-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan
kompetensi dan
pengalaman

Penegakan integritas dan nilai etika

Komitmen terhadap kompetensi

LHP BPK No, Xxx
tanggal xxx tentang
Hagil Pemeriksaan
BPK atag Efektivitas
Pengelolaan Sumber
Daya Kesehatan JKN

-Pemerintah Kota Makassar belum memiliki strategi
dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesechatan
di Puskesmas

Penyusunan dan penerapan kebiajakan
yangsehat tentang pembinaan SDM

-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga
kesehatan di

R3UD Kota Makassar belum memenuhi kebutuhan
akan standar kompetensi minimum

Komitmen terhadap kompetensi

-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota Makassar|
belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam
pemberian pelayapan keschatan

Penyusunan dan penerapan kebijakan
yang sehat tentang pembinaan SDM

SK Inspektur No. Xxx
tanggal xxx tentang
PKPT Inspektorat

Inspektorat Daerah Kota Makassar belum melakukan
audit kinerja atas penyelenggaraan urusan keschatan
dalam tingkat strategis

Peran APIP yang efektif

LHP BPK No. Xxx
tanggal oo tentang
Hasil Pemeriksaan
atas Kinerja
Penyelenggaraan JKN

-Pelayanan pasien BPJS di Kota Makassar belum
optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota
Makassar tidak berjalansebagaimana mestinya yaitu
ketentuan mengenai praktek Dokter

Kepemimpinan yang kondusif

4 Klzaifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 50 Tahun 2008.

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomer urut

Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesusi sub unsur pada lingkungan pengendalian




Lampiran 1

Contoh Form 1.c
Simpulan Survei Persepsi atas
Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintzh Daerah Kota Makassar
Nama Pemda ; Pemerintah Kota Makassar
Tahiun Pemeriksaaan 1 20XX
Hasil Reviu Delmmen Hasil Survel Persepsi
No. Sub Unsur Hooil T Hosil Uradon Simpulan Penjelasan
a b [ d e f E h
1 IPenegakan Kurang | Banyak terjadi {Memadan Kurang Banyak terjadi
integritas dannilai |Memadai | pencopotan/mutasi Memadai pencopatan/mutasi
etika pejabat daerah katena pejabat daerah karena
tersangkut kasus tersangkut kasus
hulum hukum
4 |Komitmen terhadap| Kurang Pegawai belum Memadai Kurang Pegawai belum
kompetensi Memadai | ditempatkan sesuai Memadai ditempatkan sesuai
dengan kompetensi danl dengan kompetensi dan
pengalaman pengalaman
Kualifikasi dan Kualifikasi dan
kompetensi Dokter kompetensi Dokter serta
serta tenaga kesehatan tenaga kesehatan di
di RSUD Kota Makassar RSUD Kota Makassar
belum memernthi belum memenuhi
kebutut 1 kcbutul:xan akan
. pemberian pelayanan
pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
’ kesehatan di Era JKN
3 1Kepemimpinan Kurang Pelayanan pasien BPJS| Kurang | -Pimpinan Kurang -Pimpinan belum
yang kondusif Memadai | di Kota Makassar Memadai | belum Memadai menetapkan kebijakan
belum optimal dan menetapkan pengelolaan risiko yang
terdapat regulasi Dinas kebijakan memberikan kejelasan
Kesehatan Kota pengelolaan arah pengelolaan risiko
Makassar tidak risiko yang -Rencana strategis dan
berjalan stbagaimana memberiltan rencana kerja pemda
. ) kejelasan arah belum menyajikan
mestinya yaitu pengelolaan informasi mengenai
ketentuan . risike risiko
mengenai praktek -Rencana -Pelayanan pasien BPJS
Dekter strategis dan di Kota Makassar belum
Puskesmas belum rencana kerja optitmal dan terdapat
sepenuhnya pemda belum regulast Dinas
menyediakan menyajikan Kesehatan Kota
sclurth kebutuhan informasi Makassar tidak
farmasi untuk mengenai risiko] bcsz;lnan Seb‘?f;m
mestinya yai
E:Snct{akt:;gsg;;?a’. anan ketentuan mengenai
_ prakiek Dolcter
memadai
4 Istruktur organisasi|- - Memadai | Memadar |-
h sesuai kebutuhan
2 |Pendelegasian - - Memadai |- Memada |-
wewenang dan
tangpung jawab
yang tepat




Kalem a diiei dengan nomot urut
Kalom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom ¢ diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolotn d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal! CEE berdasarkan dekumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uratan simpulan sesuai hasil survei persepsi
Kolom g diisi dengan simpulan sesnai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilajan awal dan survei persepsi

bertantangan, maka lakukan pendalaman atau Jakukan profassional judgement untuk menyimpuikannya

Kalom h diisi dengan uraian kelemahan

Nama Pemnda : Pemerintah Kota Makassar
[Tahun Pemeriltsaaan 120X
Hasil Reviu Dokumen, Hasil SBurvei Persepsi
No. Sub Unsur Hooil T Hooll Droing Simpnl Penjelasan
a. b o d e f E h
O |Penyusunan dan  |Kurang Pemerintah Kota XYZ [Kurang [-Pemnda belum |Kurang -Pemda belum
Penerapan Memadai | belum memiliki strategi |Memadai | menginternalisa | Memadai menginternalisasi
Kebijjakan yang dalam pemenuhan dan si budaya saday; budaya sadar riziko
Sehat tentang pendistribusian 8DM risilco -Belum terdapat
Pembinaan SDM kesehatan di Puskesmas; -Belum terdapat pemberian reward
Pemenuhan tenaga pemberian dan/atau punishment
kesehatan di RSUD reward atas pengelolaan risiko
Kota XYZ belum dan/atau Misalnya
memperhatikan tingkat| punishment mempertimbangkan
kebutuhan dalam atas pertanggungjawaban
pemberian pelayanan pengelolaan pengelolaan risiko
kesehatan risikko {Misalnysl dalam penilaian,
mempettimban kinegja)
gkan -Evaluasi kinetja
pertanggungjaw pegawai belum
aban dipertimbangkan dalam
pengelolaan perhitungan
risiko dalam penghasilan
penilaian -Anggaran
kinerja) pengembangan SDM
-Evaluasi belum memadai
kinerja pegawai Pemerintah Kota
belurn Makassar belum
dipertimbangka memiliki strategi dalam
n dalam pernenuhan dan
perhitungan pendistribusian SDM
penghasilan keschatarn: di
-Anggaran Puskesmas
pengembangan -Pemenuhan tenaga
SDM belum keschatan di RSUD
memacdai Kota Makassar belum
memperhatilcan
tingkat kebutuhan
T |Perwujudan peran |Kurang Inspektorat Daerah Memadai Kurang Inspektorat Daerah belum
APIPyang efelatif |Memadai | belum melakukan Memadai melalkukan audit kinerja
audit kinerja atas atas penyelenggaraan
penyelenggaraan urusan kesehatan dalam
uritsan kesehatan tingkat strategis
dalam tingkat
strategis
8 Hubung'fm Kerja |~ - JMem adai Memadat
yang Baik dengan
Instansi
Pemerintah
Terkait
Keterangan:



Lempiran 1
Form 2a
CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO
STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun Penilajan s 20KX

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx - 20xx

Sumber Data : RPOMD Kota Makassar Tahun 200 20xx

Visi : Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religiug, APBD untuk Rakyat

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastrukour Perlotaan

3. Mewnjudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Malia

4. Memmbangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iilim Usaha yang Kondusif

Misi Strategiz RPJMD

Penetapan honteks MisiRiclizo 3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mula
Strategis Pemia

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahanTujuan 1.2
Meningkatnya kohesivitas masyarakat

Tujuan 2.1 Meningkatnya kuslitas transpertasiTujuan 2.2

Meningkatnya Kelayalchunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses kemunikasi dan informasiTujuan 2.4
Menurunnya risiko bericana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatmya
akses dan kualitas pendidikan

Tufuan 3.2 Meningkatnwya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunanTujuan 4.1 Meningkatnya
laju pertumbuhan ekonemi

Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonemi

Tujuan Strategis REJMD

Penetapan Honteks Tujuan Risika
StrategisPemda Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2.1 Meningltatnya keselamatan ibu anak

Sagatan 3.2.2 Meninghatnya Eualitas kexehatan masyarakat

Sazaran RPJMD Sasaran 3.2.3 Meningltamya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningiatnya prestasi Olahraga di Kota XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran
serta Pemuda dalam pembangunanSasaran 3.2.6 Meningkatnya kesshatan reproduksi

Penetapan KonteltsSasaran
Risiko Strategis Pemda Saszaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas keachatan masyaralat

Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jnmlah Eematian bayl, jlkaangka Kematian bayl

IKU Sasaran RPIMD beszar, maka usio angka harapan rendah.

Penetapan kontelrs IKURisiko Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika englka kematian bayi basar,
Strategls Pemada, maka usia angka harapan rendah.

Program Peningkatan Kesclamatan Ibu Melahirkan dan AnakProgram Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Prioritas pembangunandan Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

program unggulan Program Promosi Kesehatan dan Pemnberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi
Masyarakat
Urosan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Daesah
Dinas Kesshatan
L hota, XYZ
Nama Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan Keluarga

Berencana (DF3AP2KB)
Dinas Pelerjaan Umum dan Pernmakan Raloyat

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyaralrat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program kualitas kezehatan masyarakat

yang akandilakukan penilaian IKU Sasaran Usia Hatapan Hidup adalah ditetentulean jumlah kematianbayi, jika angka kematian
riziko bayi besar, maka usia anglka harapan rendsh Program Peninglratan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anale
Dxt

Kota XYZ, ........... e September 2018
Walilcota XYZ
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Form 2.b
CONTOH
PENETAPAN HONTEKS RISIKO STRATEGIS SKPD
Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Penilaian 1 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx
Urusan Pemerintahan t Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
SKPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota XYZ
Tujuan Strategis Menimgkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya Keselamatan Ihn, Bayl, Anak dan Reproduksi
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.
IKU Renstra SKPD IEKU 2023
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 57
Anéka Kematian Bayi (AKB)} Per 1000 Kelahiran Hidup 3,2
Ar_'l_gka Kematian Balita [AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 3,6
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 100
memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
IKU Gizi Belum ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada
Program Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Tujuan Strategis :
Meningkatlran derajat kesehatan masyaralkat
Sasaran Strategis:
Tujuan, Sasaran, IKU Meninghatnya Keselamatan Ibu, Bayl, Anak dan Reprodulksi
dan Program yang akan
dilakukan penilaian IKU Strategis:
rigiko - Anglta Kematian Ibu Melahirltan Per 100.000 Kelahivan Hidup
- Augka Kematian Bayl [AKB} Per 1000 Kelahiran Hidup"
Program:
Program Penilngkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Dst
Kota Makassar,......... September 20xx

Kepala Dinas Kesshatan
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Form 2.c
CONTOH
PENETAPAN KONTEXS RISIKO
OPERASIONAL SHPD
Nama Pemda : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian 1 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
KesehatanSKPD yang Dinilai  : Dinas Keschatan
Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Programm Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan (Renja 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
2019)dan Kegiatan 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Utama 5.Program Peninglkatan Heselamatan Ibu melahirkan dan anak
1. Jaminan Persalinen [DAK NON FISIK) 7.455 ibu haimil
2. Perternuan ANC Terpadu 30 orang
peserta
Keluaran/Hasil 3. BSosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam
Kegiatan penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan 50 orang
darah peserta
pada sektor eksternal
4.  Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaia 20 orang
J peserta

5. Pelatthan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K1

Program, Kegiatan,

dan Keluaran /Hasil
Kegiatanyang altan

dilakukan penilaian
risiko

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIKj
Keluaran /Hasil Kegiatan:

1. Terbayarkannya Jaminan

2. Terlaksananya Kegiatan

Kota XYZ,

.............. September 2020
Kepala Dinas Kesehatan
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Contoh Kertas Kerja Form 3.a
Identifilktasi Risilto Strategis
Pemerintah Daerah
Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2023)
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Tujuan/ Risiko Bebah Dampak
. Indlkator . .
No |3asaran Strategis/ c/uc
Programn Hinezin Uradan Kode Risiko Pegiuk . t.Jifalan . Sumber fue. Uralan Pi,:.’;iz::g
a b c d e 4 E h i b k
Tujuan Strategis
Pemda 1:
Meningkatlan
derajat
kesehatan
magyarakat
Saszaran 3.2.2 Usia Penerapan Perilaku |RSP.1 KepalaDaerah|Belum tersedianya Sanitesi 1. Angka kejadian Penyalut Kepala
Meningkatnya Harapan |Hidup Bersih Sehat|9.01.02.01 Total Berbasis Masyarakat Tidak Menular (PTM) tinggi | Daerah
kualitas Hidup (PHBS) rendah (STBM) (Tidak termasuk Internal C 2. Angka kejadian Penyakit Masyarakat
kesehatan prioritas anggaran) Menular tinggi SKPD Terkait,
masgyarakat 3. Angka stunting tinggi
Pelayanan R&P.1 KepalaDaerah|l. Barana prasarana belum AKI tinggi Kepata
keschatan belum  [9.01.02.02 memadai (Puskesmas AKB tinggi Daerah
memenuhi SPM PONED tidaktersedia,) Akaba Masyarakat
Bidang Kesehatan 2. Jumlah tenaga kesehatan Peningkatan kasus gizi SKPD Terkait
belum memadai (Tenaga buruk
laboratorium, dokter, Kasus HIV meningkat
tenaga kesehatan) Internal c Kasus TB meningkat
Angka kejadian
Penyakit Tidak Menular (FTM)
tingpi
Angka kejadian
Penyakit Menular tinggi
Angka stunting tinga
Program Kurangnya ibu R8P.1 9.01.02 | KepalaDaerah|Kurangnya jumlah Bayi lahir di bawah berat Masyarakat
Peninghatan harmil bergizi .03 posyandu untuk ibu hamil normal
Keselamatan {bu rendah yang tidak Internal C
Melahirkan dan diperiksacleh
Anak posyandu




Nama Pemda
Nama SKPD
Tahun Penilaian

: Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
: Dinas Kesehatan
: 2020
Periode vang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2023)
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

) : ;| Indikator — - e : - .
Sasaran Strategis/ ) . . . i ; ;
No Rinerja | | erme _ .
Program. - | e’j ' Uralan Kode Risiko Pemillk Uratan Sumber | . Uraian m.:.’;’;:::g
— b s ~ Py s = | p h ; 3 L —
Ibu hamil RSP.1 9.01.02 | Kepala Daerah|Kurangnya aksesbilitas Meningkatnya kematian ibu |Masyarakat
melahirkan tidak dif.04 terhadap fasilitas dan bayi saat melahirkan
fasilitas kesehatan kesehatan yang sudahada
Internal C
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nemor urut

Kolom b diisi dengan tujuan stratepis urusan wajib sebagal mana tercantum dalam RPIJMD/RenstraKolom c diisi

dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yaitg meripakan risiko Kolom e diisi dengan

Kode risika

Kolom f diisi dengan Pemilik risike, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya tisiko. Untuk mempermudah jdentifikasi sebab risiko, sebah risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine ,
dan Material Kolom h diisi dengan sumber risike [eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risika
Kolom j diiai dengan uraian akibat yang ditimbulkan fika risito benar-benar terjadi. Untuk mempermudah jdentifikasi dampak risika, dampalk risiko hisa dikategorikan ke dalam:
Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pibakfunit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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Form 3.b
Contoh
Hertae Kerja
ldentifikaz] Risiko Strategis SHPD
Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Nama SKPD : Dinas Keschatan
Tahun Penilaian 12018
Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2023}
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
F S T o Ristho. . ' ‘Sebab. o= § U Dampak . . -
Not - strategis Indlkator Rinerja | g0 . Kode Risito | Pemillk | - Uralan Sumber | /Y€ " WUdan | % H,:};']‘g::g; _
akl - b © S e R i i i - ¥ .
Tujuan : Meningkatizan
derajat kesehatan
masgyarakat
Kurangnya
Penggunaan Sosialisasi
layanan Kesechatan
kesehatan Keterlibatan
: rendah lintas Ibu harmil tidak
1. Jlkbr;gkamiilmﬁx [I_Jersalinan Kt;pala. program mengetahui prosedur Dinkes
per Rp. 106.000 hFlak RS0.19.02.02.01 | Dinas lintas sektor Internal | C pelayanan dan tande- RSUD
Kelahiran Hidup dilakukan Kesehatan {Pasyandu, tanda t?ahaya Masyarakat
2. Angka Kematian pada faskes, RT/RW, kehamilan
Bayi (AKB] per %cun]ung§m Lurah,
1000  Kelahiran | P4 harnil Kecamatan,
Hidup tidak teratur) SKPD terkait)
3. Angka Kematian ;(c;:iagtensi
1 | SBasaran Strategis SKPD: Balita  (AkaBa] te,naga
Meningkatnya Eer . 1 000 kesehatan
. . elahiran Hidup .
Keselamatan ibu, Bayi, |, Cakupan Kualitas tentang APN & aleat
Anak dan Reproduksi "Pertolongan pelayanan Kepala (bidan, o masyar Dinkes
Persalinan  oleh | APN tidak RSC.19.02,02.02 | Dinas dokter) Internal | C ’I'{eé‘a]itas dan efektivitas | RSUD
Tenaga sesuai SPM Kesehatan rendah Masyarakat
- pelayanan rendah
Kesehatan yang Kegehatan (Tentang
Memiliki SDIDTK
Kompetensi MTBS, nco
Kebidanan natal esensiat)
5. Cakupan - Alat
Pelayanan 3 pendukur}g stas d felctivi
Kesehatan Bayi arana Kepala A_NC‘ uFlak Kualitas dan efekhtivitas Dinkes
pendukung | poq 15 02.02.03 | Dinas dikalibrasi | ypternal | ¢ pelayanan rendah REUD
ANC kurang T Kesehatan | -Regen daa Kepuasan masyarakat M akat
memadai alat rendah asyar
pendukung
AN lrrane.




Nama Pemda
Natna SKPD

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis

: Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

1 Dinas Kesehatan
;2018

: Periode Renatra [Tahun 2019-2023)

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Kolom & diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis umsan wajib sebagal mana tereantum dalam, RPJMD{ Renstm
Kolom ¢ diisi dengen indikator Risterja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraisn peristiva yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengart Kode Risiin

Kolom £ diisi denpgan Pemnilik risiko, pihalefunit yazg bertangpung jawab/ berepentingan uotuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebub imbulnys rsike. Untuk mempermudah identifikasi scbab risike, sehab riaiko biss dikatcgorikan ke dalam ;. Mar, Murizg, Method, Muchine, dan Material
Kolom b diisi dengan sumber risiko {ehstemalfinternal)
Kelom i disi dengan G, jika umnit kerja mampo untul mengendalilan peoyebuab bsiko, st UC jils unit kerja tidak mampu mengendafikan rsiko
Kolom j diisi dengan uraian ainbat ysng ditimbullcan fika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudsh identifikasi dempak risiko, dampalk risiko bisa dikategoriltan ke dalam @ Keuangan, Kinerfa, Reputast den Hulum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderitaf terkena dampalk jika risiko benar-benar terjadi

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
R s S T Ristko o ;= Bebab . T0 o Y Dampak | T L
Nel . strategia Indfkator Kinerfa | 'yratan . |  KedeRistko | Pemillk | = Uratan |- sumer | ©/VC Urlan |- PiRakyeng.
o i IR - ) S ... e A B Chol L R T ok e
. Kualitas dan efektivitas .
Mutasi tenaga Kepala ; Dinkes
kesehatan RS0,19.02.02.04 | Dinas Sistem | mternal |yc | pelayananrendah RSUD
terlatih kesehatan kepegawaian Kepuasan masyarakat Masyaraekat
rendah
Kurangnya
Kurangnya kuantitas
jumlah tenaga Kepala SDM di Pelayanan di fasilitas
kesehatan RS0.15.02.02.05 SK%D Puskesmas Internal | C kesehatan tidak Masyaralkat
yang untuk optimal
profesional menangani
persalinan
Kurangnya
Program: Ez;la::ag:ya kua.[ita.}
Program Peningkatan tenaga Kenals SDM di Pelayanan di fasilitas
Keselamatan Ibu Toonatatar RS0.10.02.02.06 | g B puskesmas | Internal { C kesehatan tidak Masyarakat
Melahirkan dan Anak yang untuk optimnal
: menangati
profesional persalinan
Ibu hamil Kurangnya
melahirkan anggaran .
tidals di Kepala untuk Meningkatnya .
fasilitas R80.18.02.02.07 | ‘cnpy pengadaan Intemnal | C kematian ibu dan bayi | Masyarakat
kesehatan fasilitas saat melahirkan
(puskesmasg puskesmas
Ecterangan :
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Form 3.c
Contoh
Kertae Herja
Identifikasi Risiko
Operasional SKPD
Nama Pemnda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Nama SKFD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilajan 12020
Periode yang dinijlai £ 2019
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran strategia SKPD : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urugan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Keschatan
Risiiko Selllah D;l:fa
N - Indikator ] Kod c/uC Pihal
¢ eglatan Keluaran Tahap Uraian L2 Pemilii Uraian, Sumbher / Uraian T:rkZ:: 8
! Risiko
a b . c d . € f g h i 1 k 1
Program : Terbayar |Pertanggpungja|Pertanggungjawaban RO0.19|Kepala Dinas  |Berkas dokumentasi Eksternall] UC |Pembayaran Kepala
Peningkatan kanya |waban tidak tepat waktu .02, Kesehatan/ pasien terlambat tidak dapat Daerah
Keselamatan Ibu Jaminan 02.01 |KepalaBidang |dilengkapi oleh rumah segera Rumah sakit
Melahirkan dan Kesmas sakit direalisasikan Masyarakat
Analc
Kegiatan: Penatausahae|Pengadministrasian tidele |RO0.19|Kepala Dinas Berkas dokumentasi Ekstermall UC |Pembayaran Kepala
Jaminan n tepat waktu .02, Kesehatan/ pazien terlarnbat tidak dapat Daerah
Persalinan (DAK 02.02 |KepsalaBidang |dilenghkapi oleh rumah segera Rumah sakit
Non Fisik] Kesmas sakit direalisasikan Masyarakat
Pelaporan Laporan Realisasi ROO0.19|Kepala Dinas Rumah Sakit (RS M. Eksternall UC |Dana DAK Kepala
Keuangan Triwulan: 02, Kesehatan/ Yunus) menyanpaikan Triwulan Daerah
Kesulitan 02.03 |KepalaBidang |klaim tidalt lengkap berikutnya tidak |Rumah sakit
mengumpulkan Kesmas disalurkan oleh |Masyarakat
administrasi syarat Kemenkeu
pencairan, yaita
kelengkapan klaim,
berupa
Pemantauan |Kegagalan RO0.19|Kepala Dinas Evaluasi dilakukan Internal o) Anggaran Dinas
danevaluasi |mengidentifikasi .02, Kesehatan/ terbatas pada output Jampersal tidak |Kesehatan
permasalahan 02.04 |KepalaBidang |{jumlah bumil miskin terserap 100%
Kesmas yang belum mempunyai
jaminan
kesehatan
lainnya)terlayani




Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian 1 2020
Periode yang dinilai 1 2019

Tujuan Strategis
Sagaran strategis SKPD
Urusan Pemerintahan

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Meningkatlktan derajat keasehatan masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Risiko Se:}ab D;x:}:a
N Regiatan | potkator Hod c/uc Pihak yan
° eg Keluaran Tahap Urajan e Pemilik Uraian Sumber Uraian Terkzna £
Ristko )
a b [ d e f ] h i 1i k 1
Terlaksan |Perencanaan |Data Ibu hamil miskin ROO0.19|Kepela Dinas Kurangnya koordinasi | Intemal €  |Perencanaan Kepala
anya yang belum memiliki .02, Kesehatan/ dengan Dinag Sosial kurang tepat Daerah
Kegiatan, jaminan kesehatan 02.05 |KepalaBidang Rumah sakit
lainnya dari kecamatan Kesmas Masyarakat
dan kelurahan belum
ada
Perhitungan kebutuhan ROQ.19]Kepala Dinas  [Tidak ada database Internal C |Terhambatnya Kepala
dana tidaktepat .02. Kesehatan/ pelayanan Daerah
02.06 |Kepala Rumah sakit
Bidang Keamas Masgyarakat
Pelaskanaan [Adanya pasien yang masihl ROO.19|Kepala Dinas  [Tidak ada database Internal C |Rendahny Kepala
dikenakan biaya oleh 02, Kesehatan/ a Daerah
R3/Bidan(double claim ] |02.07 (Kepala kepuasan Rumah sakit
Bidang Kesmas masyarak Masyarakat
at
Pelaskanaan |Proses cross check RO0O.19|Kepala Dinas  |[Kurangnya koordinasi Internal C |Terhambatnya Kepala
data denganBPJS dan .02, Kesehatan/ pelayanan Daerah
Jamkeskot yang 02.08 |Kepala Rumah sakit
mermbutuhkan walktu Bidang Kesmas Masyarakat
lama
Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor uit
Kolomn b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Holom e diiai dengan uraian peristiwa yang merupakan rigiko Kolom f diisi dengan Kede ristho
Kolom g dijsi dengan Pemilik risike, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diis{ dshgan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risike, sebab risika bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Materal Kolar i diisi dengan
sumnber risiko (skaternalfinternal]
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebzb risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penysbab risiko
Kelom k diisi dengan urajan akibat yang ditimbulkesn jika risika benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risika bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi
dan Hukum Kolom 1 diigi dengan pihakfunit yang menderita/terkena dampak jika rigika bonar-benar terjadi
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Form 4
Contoh
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko
Nama Pemda : Pemerintah Kota MaEassar, Provins] sulawes] Selatan
Tahun Penilaian : 2020
Tujuan Strategis : Meninghatizan derajat kesehatan masyarakat
Urugan Pemerintahan : Urngan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Hesehatan
Analisis Risiko
No “Risiko” yang Teridentifilkasi Kode Risiko Skala Skala Skala
Dampak | HKemungkinan Risiko
*) *)
a by [ d e =dxe
TjRisiito Strategis
If Penerapan Perilaku Hidup Bersih S8ehat ([PHBS) rendah  |RSP.15.01.01.01 3 3 g9
2| Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang RSP.19.0%.01.02 S 3 15
Kesehatan
3|Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak dipenksa|rSP.19.01.01.03 3 3 9
oleh pasyandu
4|Ibu hamil melahirkan tidak di fas=ilitas kesehatan REP.10.01.01.04 5 3 15
II|Rislko Strategis SKPD 1: Dinae Kesehatan
1{Penggunaan layanan kesehatan rendah ] 4 3 12
Petsalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu |R$0.19.01.05.01
amil tidak teratur}
2|Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Keschatan RS0.19.01.05.02 4 2 8
3|8arana pendukung ANC kurang memadai RS0.19.01.05.03 4 4 16
4|Mutasi tenaga kezehatan terlatih RE0.19.01.05.04 4 3 12
E[Kurangnya jumlah tenaga keschatan yang profesional RS0.19.02.02.05 3 3 9
6|Kurangnya kualitas tenaga keschatan yang profesional  |rg0.10.02.02.06 3 3 9
7[Tbu hamil melahirkan tdak di fasilitas kesehatan RS0.19.02.02.07 5 3 15
uskesmas!
11l Ri=ilto Operasional SKPD 1: Dinas Kesehatan
1|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO0.19.01.05.01 4 3 12
2|Pengadministrasian tidak tepat waktu RO0.19.01.05.02 4 2 8
3(Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan 5 2 10
mengumpulkanadministrasi syarat pencairam, yaitu ROQ.19.01.05.03
kelengkapan klaim, berupa
4| Kegagalan mengidentifikasi permasalahan ROD.19.01.05.04 4 3 12
5| Data Ibu hamil mislan belum memilila jamin, 5 3 15
Leschaten Ininmva dat g JamEan - 1R00.19.01.05.05
| [kecamatan dan kelurahan belum ada
6| Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat RO0.19.01.05.06 2 2 4
7| Prose ss check data dengan BPJS dan Jamkeskot 3 2 3]
yar %;’;b“i,;;;i{ana 7 deng anvamiestet  |roo.19.01.08.07
aimna
8| Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh 3 1 3
RS{Bidan (double cfaim) RO0.19.01.05.08
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nemor urut

Kolom b diisi dngan risike yang teridentifikasi sesuai lampiran €a dan 6b

Kolotn e diisi dengan kode risiko aesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampalk berdasarken perhitungan rataa-ratafmedus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kclom e diisi dengan skala kemunghkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemunglkinan




Lampiran 1
Form §

Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas
Nama Pemdn : Pemerintah Hota Makassar, Provinsd Snlawesl Selatan
Tahuan Penilajan : 2020
Tojuan Strutegis : Meninghatiran dergjat kesehatan masyarakat
Urnsan Pemerintahan : Urnsan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No Risilo Prioritas Rode Risikg | B5iela | Pemillx Penycbab Dln:pa
a b ] d c i £
1 Rislko Strategia
1{ Pelayanan kesehatan belum REP.15.01.01 15 Kepala 1. Sarana prasarana AKT
memenuhi SPM Bidang .02 Daera belummemadai tingei
Kezehatan h [Puskesmas PONED AKBH
tidaktersedia,) tnggl
2. Jumlah tenaga Aleaba
kesehatanbelum Peningkatan kasus gizi
memadai burukKasusz HIV
[Tenaga labaratorium, meningKat
Kasus TB meningkat
Angka Kejadizn Penyakit
TidaltMenular (PTM} tinggi
Anglka kejadian
PenyaldtMenular
tinggl
Angla stunting tinged
2| Tidak geluruh bayi RSP.19.01.01 15 Kepala Kuranguya anggaran Bayi tidalk mendapat
mendapatimunisasi yang .04 Daera pengadaan vaksin imunisasiyang memadai
cukup h imunisasi dan lengkap
Tl Risiko Strategis SHED 1
1| Sarana penduknng ANC R50.19.01.05 16 Kepala ‘- Alat pendulkung ANC Kualitas pelayanan ANC
kurangmemadai .03 Dinas tidakdikalibrasi Hdaksesual SFM
*- Regen dan alat pendukung) kesshatan
ANC kurang
‘= Tenaga laboratorium
diPuakesmas kurang
2| 1bu hamil melahirkan tidak di R50.19.02.02 15 Kepala Kurangnya anggaran Meningkatnya kematian ibu
fasilitaskesehatan [puskesmas) 07 SKPD untukpengadaan danbayi saat melahirkan
fasilitas puskesmas
IN} Risiko Operasional SKPD 1:
Dinas
Kesehatan
1| Data Ibu hamil miskin yang RO0D.19.01.05 16 Kepala Kurangnya keordinasi Perencanaan kurang tepat
belum memiliki jaminan .05 Bidang dengan Dinaz Sosial

kesehatan lainoyadari
kecamatan dan kelurahan
belum ada

Keterangan

Kolom a diisi dengan nemar urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kelem c diisi dengan kode risika

Kolom d diiai dengan skala risike (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab szauai Lampiran 6a dan 6b Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b




Lampiran 1

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak /unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelezaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelezatan RTP

Form 6
Contoh
Penilalan atas Keglatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhltan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan
Pengendalian
{RTP atas CEE)
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Eota Makassar
Tahun Penilalan 1 2020
Kondisl Lingkungan Rencana Tindak Target Waktu
Ho. Pengendallag yang Pengendalian Lingkongan Penangrung) Penyelexaian Realisas]
Kurang Memadal Pengendellan jawab Penyeledalan
a b c d -] i
1 |Penegakan Integritns dan Rilal Etika
1]|'Banyak terjadi Analisisfkajian kelcmahan Inspeltorat Trivulan IT 2021 Trivulan 11 2021
pencopotanfinutasi pelabat pengendalian kepatulian
dacrah karcpa tersangkut kasus  |hukum
hukum
II |Komltmen Terhadap Kompetenel
1| Pegawai belum ditempatkan Penyusunan peta Kompetensi BEFSLM Triwulan [T 2021 Triwulan I 2021
scsiai dengan kampetensi dan dan perbaikan SOP
pcngalaman pencmpatan
pepawai
2 | Kualifikasi dan kempetensi Relruitmen dokter dan Dinas Triwulan [T 2021 Triwulan IT 2021
Dokter sertalenaga kesehatan di | tenagakeschatan keschatan
REUD Kota Makassar belim
memennhi kebutuhan akan
peinberian pelayanan kesehatan
dl Bra JKN
HI |Kepemlmpinan yang kondnszif
1{Pimpinan belum menetapkan Pensursunan Ecbijalean Schda Triwulan I 2021 Triwnlan II 2021
kebijakan pengelolaan
pongclolaan risike risiko
2| Renecana sirategis dan Penilaian risiko resicana Sekda, BPPD Triwulan ] 2021 Trivrulan 1T 2021
rencana kerjapeinda belum strategisdan rencana kerja
menyafikan informasi
mengenal risiko
3] Pelayanan pasien BRIS di Kota Evaluasi pcmberian layanan Inspektorat Triwulan I 2021 Triwulan II 2021
Makassar belum optimal dan dankeparnhan regulasi
{erdapat regulasi Dinas
Hesehatan Kota Makassar tidak
berjalan sebagaimana mestinya
yaitu ketentuan taengenai
praktek Dokter
IV _|Penvusunan dan Pederapan Kebiiakan yang Sehat tentanyg Pembinann SDM
1|Pemda belum menginternalisast Sosialisasi budaya risike pada Bekda Setiap bulan Setiap hulan
budaya setiap
| Isadar risiko Tapat bujanan
2|Belum terdapat pemberian Iiajian rancangan pemberian BHPSDM Triwulan I 2021 Triwulan [ 2021
reward danfatau punishment rewarddan/atau punishment
atas pengelolaan atas
risiko engelolagn risiko
3| Evaluasi kinerja pegawai belum Kajian rancangan perhitungan BKPSDM Triwulan [ 2021 Triwulan 1
dipertimbangkan datam hasilkinerja terhadap 2021
perhitungan penghasilan
enghageilan
4| Anggaran pengembangan SDM Kebijakan clislensi penggunaan | BEKPSDM Triwulan 1 2621 Triwulan {
belum ANpgRran 2021
memadal
S| Pemerintah Kota Makassar Penyusunan  strateg Dinas Trivulan IT 2021 Triwulan IT 2021
belum memiliki strategl dalam pemenuhandan pendistribustan  |keschatan
pemenuban dan pendistribusian  |SDM keschatan (Rekomendasi
SDM keschintan BPL}
6{Pemenuhan tenaga kesehatan di |Perbaikan sistem Pemenuhan RAUD Kouta Triwulan 11 2021 Trivulan I 2021
RSUD teftaga kesehatan di Makassar
HKota Makasszar belum R3UDHKota Makassar
memperfiatikan tingkat
kebutuhan dalam pemberian
v rmn%’mk T
1|Inspektorat Dacrah belum Perbaikan prosedur [nspektorat Triwulan T 2021 Triwulan 1 2021
melakukan audit kinerja atas pengawasankinerja dan
penyelenggaraan urusan penyusunan PRKPT
kesehatan dalam Unghkal stratepis  |Tnspekieral
Keterangan




